
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 ten tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Beba.s Menjadi Undang- Undang (Lernbaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2S 1,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2007 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Norncr 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undarig
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4775);

Mengingat

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batarn tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu rnengatur
penyelenggeraan pelayanan terpadu satu pintu:

Menimbang

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KA\VASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

BADAN nNGlJSAHAAN KAWASAN PDDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

?ERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



8. Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pernerintah Nornor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia NOll10:-

5195);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4585);

6. Peraturan Pemerintah N01TlOf 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lernbaran Negara
Republik IndonesiaNomor535"1);

5. Undang-Undang Nomor ]0 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Inforrnasi
dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 NOTIlOr 61) Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
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15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nornor 43 Tahun 2016 tentang
Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala,
Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Ta.hun 2014 ten tang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Adrninistrasi Pernerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor
649);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20 Tabun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan PubIik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nornor 215. Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
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2. KepaJa adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan
.Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Oalam Peraturan ini yang climaksud dengan:

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBA:3 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

19. Peraturan KepaJa Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28
Tahun 20]6 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan
Pengaduan Pelayanan Publik (Vlhistleblowing System) di
Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Usaha Bandar Udara Hang Narum Batam;

l6. Peraruran Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor .3
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Unit Kerja dibawah Anggota/ Deputi di Lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batarn;
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13. E-Complaint adalah pelayanan pengaduan dan inforrnasi secara elektronis
(online).

12. Batam Single Window, yang selanjutnya disingkat BSW, aclalah aplikasi
berbasis web yang berfungsi sebagai akses poirr/ gateway yang terintegrasi
dengan berbagai aplikasi perizinan berbasis online yang mernpermudah
proses akses, dan dapat diakses dimana dan kapan saja.

10. Penerima Perizinan adalah perseorangan, badan hukum danj atau bukan
badan hukum yang rnernperoleh Izin atau Non Izin.

11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE, adalah sistern
pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara elektronik (online).

9. Pemohon adalah perseorangan, badan hukurn, badan usaha yang berbentuk
badan hukurn atau bukan badan hukurn, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi clan!atau Pernerintah Daerah Kabupatenj Kota yang
memerlukan dokumen lzin dan/ atau Non Izin.

8. Non lzin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batarn
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
syarat/bukti untuk rnendukung diterbitkannya izin kepada seseorang dalam
bentuk tanda daftar rekomendasi atau dalam bentuk lain.

7. lzin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang rnerupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6. Perizinan adaJah pernberian Iegalitas kepada seseorang atau badan hukurn
baik:dalam bentuk Izin danl atau Non Izin.

5. Unit Kerja Pelayanan adalah unit kerja di Lingkungan Badan Pengusahaan
Batam yang melaksanakan proses penyiapan dokumen Perizinan yan g
diterbitkan sesuai dengan pelimpahan wewenang dan Peraturan Perundang
undangan.

4. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. yang selanjutnya disebut
Direktorat PTSP, adalah unit kerja penyelenggara pelayanan terpadu satu
pinru di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah
pelayanan secara terintegrasi dalarn satu kesatuan proses dimulai dari tahap
pennohonan sampai dengan tahap penyelesaian prcduk pelayanan melalui
satu pintu.
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21. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan scbagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

22. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas pelayanan Perizinan , bagairnana dan kapan harus
.dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.

20. Tandatangan Elektronik adaJah tandatangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

19. Pengaduan adalah laporan dan. Pengguna .Jasa kepada penyelenggara
pelayanan, pelaksanajpetugas pelayanan, pengawas internal darr/ atau
pengawas eksternal, F..arena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan
yang diterima dengan Standar Pelayanan.

18. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data
dan informasi ten tang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh da.ri
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyaraka:
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan pubiik
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

l7. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai
catatan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Penangguhan Permohonan adalah pengernbalian berkas permohonan disertai
catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kernbali apabila
persyaratan telah dilengkapi.

15. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari
diterirnanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan
ditangguhkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan Perizinan.

14. Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang
selanjutnya disingkat SPIP1SE, adalah sistem pelayanan penzman
penanarnan modal yang terintegrasi an tara pernerintah yang memiliki
kewenangan perizinan dengan Badan Pengusahaan Batam.
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(2) .Jenis Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (J), adalah
sebagairnana tercantum dalam Larnpiran 1 Peraturan ini.

(1) Jenis pelayanan Perizinan yang diselenggarakan dengan pola PTSP meliputi
.fzin dan Non Izin.

Pasal6

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. PeJaksanaan teknis penyelenggaraan PTSP;

b. Persyaratan, jangka waktu dan biaya perizinan:

c. Tata earn hubungan kerja;

d. PengeJolaanpengaduan masyarakat;

e. Evaluasi dan survei kepuasan masyarakat:

f. Pembinaan dan pengawasan: dan

g. PeJaporan dan sanksi.

Pasa.15

BAB II
RUANG LlNGKUP DAN .JENIS PERIZINAN

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah mewujudkan pelayanan bagi pengguna
jasa dengan cepat, mudah, rnurah, transparan, pasti, terjangkau dan
terIroordinasi.

Pasa14

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan perlindungan, kepastian hukum dan
percepatan PTSP agar lebih efektif dan efisien.

Maksud Peraturan ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan
terpadu berdasarkan kewenangan yang dirniliki oleh Badan Pengusahaan Ba.tam
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pasa12
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(2) SOP Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

a. SOP Perizinan Biro Perencanaan Teknik sebagaimana tercanturn dalarn
Lampiran 2 Peraturan ini;

b. SOP Perizinan Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini;

(1) Untuk memastikan pelayanan Perizinan oleh Unit Kerja Pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan sesuai dengan
asas, maksud, tujuan, dan sasaran, disusun Standar Pelayanan dan SO?
penyelenggaraan PTSP.

Pasal8

Bagian Kedua
Standar Pelayanan dan SOP Penyelenggaraan PTSP

Pelayanan Perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemohon mendapat informasi yang berkaitan dengan penjelasan
persyaratan, biaya dan Durasi yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;

b. Petugas rnenerima permohonan yang sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan;

c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan
serta kelengkapan persyaratan;

d. Petugas melakukan Penangguhan Permohonan atau Penolakan Permohonan
sesuai Durasi daJam hal terdapat persyaratan yang belum. lengkap atau tidak
terpenuhi dengan menyertakan catatan alasan pengembalian kepada
pemohon;

e. Unit Kerja Pelayanan melakukan proses lebih lanjut terhadap perrnohonan
yang persyaratannya telah lengkap sesuai dengan ketentuan perundarig
undangan dan sesuai Durasi; dan

f. Perugas menyerahkan dokumen perizman yang sudah selesai diproses
kepada pemohon.

PasaJ 7

Bagian Kesatu
Pelayanan Perizinan

.BADAN~GUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN B['BAS BATAM
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(1) Penyelenggaraan PTSP menerapkan sistern informasi pelayanan penzinan
terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui PSE, yang dapat
diakses oleh masyarakat dan dunia usaha,

Pasal 10

Bagian Keempat
PSE

(3) Dalam rangka memenuhi kompetensi sebagairnana dirnaksud pacta ayat (1)
dan ayat: (2) maka dilaksanakao mekanisme seleksi dan pernbinaan sumber
daya, manusia,

(2) Kompetensi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi:

a. Pengetahuan tentang Perizinan yang diterbitkan;

b. Pengetahuan di bidang pelayanan publik;

c. Keterampilan di bidang pelayanan publik; dan

d. lntegritas terhadap pelayanan publik;

(1) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada PTSP wajib rnerniliki
kompetensi di bidang pe1ayanan publik.

Pasal 9

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia:

c. SOP Perizinan Kantor Pengelolaan Lahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 4- Peraturan ini;

d. SOP Perizinan Direktorat Lalu Lintas Barang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 5 Peraturan ini:

e. SOP Perizinan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
tercanrurn daJam Lampiran 6 Peraturan im;

g. SOP Perizinan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan
HAMR1sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 7 Peraturan ini;

h. SOP Perizinan Kanwil Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran HPeraturan ini;

t. SOP Perizinan Badan Pertanahan Nasionai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 9 Peraturan ini;

(3) Dalam hal pemrosesan dokumen unruk setiap jenis perizinan dilaksanakan
masing-masing Unit Ketja Pelayanan.
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(2) Akses informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. Syarat·syarat Perizinan;

b. Kepastian waktu penerbitan Perizinan;

c. Tarif/biaya Perizinan:

d. Prosedur Pelayanan Perizinan; dan

e. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan Perizinan.

(I) Penyelenggara PTSP sesuai kewenangannya wajib memberikan akses
informasi kepada Pemohon Perizinan.

Pasal 13

Bagian Kelima
Layanan Informasi

Pengaturan teknis terkait sistern elektronik dan tandatangan elektronik dalarn
Perizinan mengacu pada ketentuan Peraruran Pcrundang-undangan yang berlaku.

Pasal12

(2) Kerangka aplikasi BSW sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) diterapkan
menggunakan sist.em pengamanan data dan informasi, koneksi jaringan dan
infra.struktu.r pendukung yang dilakukan secara fisik maupun rnenggunakan
perangkat lunak.

(1~ Pelayanan Perizinan PSE sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (2)
dilakukan secara terintegrasi rnelalui aplikasi BSW.

Pasa111

d. BSW;dan

e. &complai11t.

c. SIKMB;

(3) Aplikasi PSIEpada Badan PengusahaanBatarn sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) antara lain:

a. SPIPISE;

b. TKAonline;

(2) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencalrup aplikasi otornasi
proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam
pelayanan Perizinan.
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(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat diajukan 30
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan Perizinan.

(1) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan Perizinan dilakukan rnelalui
media yang disediakan, baik secara lisan, tuhsan atau media lain yang
disediakan oleh PTSP.

Pasa! 17

BAB VI
PENGEWLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

(2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
Direktorat PTSP bertugas mengkoordinasikan seluruh Unit Kerja Pelayanan
dalam penyelenggaraan rnasing-masing jenis pelayanan Perizinan.

(1) Penyelenggaraan PTSP pada Badan Pengusahaan Batam dilaksanakan oleh
Direktorat PI'SP.

Pasa116

BABV
TATA CARA HUBUNGAN KERJA,

(2l Pembayaran biaya pelayanan untuk masing-rnasing jenis Perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Badan
Pengusabaan Batam.

(1) Besaran tarif/biaya pelayanan untuk ma sing-masing jeriis Perizinan
mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 15

Persyaratan masing-masing jenis Perizinan dan Durasi Perizinan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 14

BABN
PERSYARATAN, JANGKA WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN

(3) lnformasi sebagaimana di.rnaksud pada ayat 11) dibuat dan diinforrnasikan
secara terbuka, baik dalam bentuk peragaan visual rnaupun rnelalui media
elektronik.
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Dalam hal terjadi ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar
pelayanan Perizinan, Penyelenggara PTSP rnelakukan pembinaan dan
pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan Perizinari.

Pasa121

(SI Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
rnasyarakat melalui berbagai media yang releva.n.

(4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 bulan seka.i
atau paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

(3) Mekanisme survei sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dapat
dikerjasarnakan denga.n Pibak Ketiga atau lembaga independcn.

(2) IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoieh dari rnekanisme survei.

(1) Penye]enggara PTSP wajib melakukan evaluasi basil pelayanan kepada
masyarakat melalui IKM secara berkaJa sesuai Peraturan Perundang
undangan yang berlaku.

Pasa120

BAB VII
EVALUASI DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Mekanisme penanganan pengaduan pelayanan publik diatur dengan Peraturan
Kepala.

Pasal 1.9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diintegrasikan kedalam
sistem pengelolaan Pengaduan Peiayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi
tapor.

Pasal 18

(3) Pengaduan yang disarnpaikan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), harus
ditindaklanjuti paling lambat 14 [empat beJas) hari kerja sejak diterimanya
pengaduan oleh PTSP,
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(2) Penyelenggara atau pelaksana/ petugas pelayanan Perizinan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Peratura.n Perundang-undangan.

(1) Penyelenggara atau pelaksana/petugas pelayanan Perizinan dilarang
melanggar etika pelayanan dan/ atau menerima imbalan dalam bentuk
apapun dari pemohon Perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung
dengan penyelenggaraan Perizinan.

Pasal25

Direktur PTSP wajib rnembuat laporan bulanan secara tertulis mengenai
penyelenggaraan PTSP kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, paling
lambat tanggal10 bulan berikutnya.

Pasa124

BABIX
PELAPORANDAN SANKSI

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSPdilakukan secara melekat dan
berjenjang oleh Penyelenggara PTSP dan secara fungsional oleh Satuan Perneriksa
Internal dan pengawas eksternal.

Pasa123

(3) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
koordinasi secara berkala, pernberian birnbingan dan supervisi, pendidikan
dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan Perizinan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan
sistern, surnber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan.

(1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara
berjenjang dan berkesinambungan oleh Penyelenggara PTSP dan secara teknis
oleh Unit Kerja Pelayanan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan

Pasa122
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M. Nurhidayat

. dan Sekretariat,

HATANTO REKSODIPOETRO

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANG.ANBEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ditetapkan di Batarn,
Pada tanggal6 Juli 2017

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal27

BABXI
KETENTUAN PENUTUP

(2) Pada saat peraturan ini berlaku, perrnohonan Perizinan yang belurn diproses,
mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

(1) Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku
dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal26
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BABX
KETENTUAN PERAI.IHAN



NO. UNITKERJA JENIS PERIZlNAN

1. Biro Perencanaan a. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perubahan
Teknik Rencana Peruntukan Lokasi;

b. Pelayanan Penerbitan lzin Rencana Tata
Bangun dan Lingkungan (Farwa Planologi).

-
2. Dire ktorat: a. Izin Pematangan Lahan;

Pembangunan b. Izin Penempatan Titik Reklame:
Prasarana dan
Sarana c. Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Penghijauan

Warung Bunga dan Tanaman;

d. Izin Pemakaian Laban ROW untuk Jasa
Lainnya;

e. Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas;

f. Laboratorium Konstruksi dan Mekanika Tanah;

g. Pelayanan Dekorasi Mini Garden;

h. Pelayanan Pernangkasan Lahan;
--- -

3. Kantor Pengelolaan a. Alokasi Lahan;
Lahan b. Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;

c. Pelayanan Revisi Penetapan Lokasi;

d. Pelayanan Penerbitan SKEP dan PPL;

e. Pelayanan Pecah dan Penggabungan Lahan
Penetapan Lahan;

-
f. Pelayanan lzin Peralihan Hak Atas Tanah;

g. Pelayanan Perpanjangan Hak Atas Tanah;

h. Pelayanan Penerbitan Dokumen Pengganti.

.1- Pelayanan Endorse;

I

JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN DI PTSPBADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAG.ANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Larnpiran 1 Pera.turan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 6 Juli 2017
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NO, UNIT KERJA JENIS PERIZINAN

4_ Dire ktora t Lalu I. Pelayanan Izin Usaha LDP;
Lintas Barang 2. Pelayanan Izin Usaha Tl,DDP;

3. Pelayanan Izin Usaha K38;

4. Pelayanan Izin Usaha SUKT (Sementara Untuk
Keperluan Tertentu) Bidang Industri;

5. Pelayanan Izin Usaha SKP (Satu Kaj
Pemakaian) Bidang Industri;

6. Pelayanan IP Bahan Baku Plastik;

7. Pelayanan IT MinoI;
-

8. Pelayanan IT Kendaraan Bermotor;

9. Pelayanan Penetapan Kuota Minuman
Beralkohol dari LDP~

10, Pelayanan Penetapan Kuota Rokok dari LOP;
I

11. Pelayanan Penetapan Kuota Minuman
Beralkohol dari TLDDP;

12. Pelayanan Penetapan Kuota Rokok dari 1'LDDP~

13. Pelayanan Penetapan Kuota Rokok Pabrik di
Kawasan Bebas Batarn;

r---
14. Pelayanan Pemasukan Sementara dari LDP; I

15. Pelayanan Pemasukan Barang Umum;

16. Pelayanan Pemasukan Cakram Optik;

17. Pelayanan Pemasukan Garam;

18. Pelayanan Pernasukan Mesin Multifungsi
Berwarna;

19. Pelayanan Pemasukan Produk Terten tu-
Elektronika;

20. Pelayanan Pernasukan Produk Tertentu-
Pakaian Jadi;

1---
Pelayanan Pemasukan Produk Terten tu -21.. l

I,

22. Pelayanan Pernasukan Produ.k Terten tu- I

Mainan Anak;
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40. Pelayanan Pelsus Peluncuran Kapal;

39. Pelayanan Pelsus Bongkar / Muat;

38. Pelayanan Persetujuan Pengeluaran Barang
Modal Tidak Barn dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Beba.s Batam ke
TLDDP/ Kawasan Berikat;

37. Pelayanan Pengeluaran Semen tara KBM untuk
Keperluan Uji ripe ke TLDDP;

36. Pelayanan Pengeluaran Sementara ke TLDDP;

35. Pelayanan Pengeluaran Sementara ke LDP;

34. Pelayanan Persetujuan Pernasukan Kendaraan
Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe;

33. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak
Baru Pernakai Langsung Pesawat dan Kapal;

32. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak
Baru-Rekondisi: .

31. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak
Baru -Remanufakturing;

30. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak
Bam Pemakai Langsung;

29. Pelayanan Pemasukan Minyak;

28. Pelayanan Pernasukan Daging;

27. Pelayanan Pemasukan Produk Hortikultura;

26. Pelayanan Pemasukan Kendaraan Berrnotor;

25. Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu
Kosmetik;

24. Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Obat
Tradisional dan Herbal;

23. Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Produk
Makanan dan Minuman;

JENIS PERIZINANUNIT KERJANO.

BADAN PENGUSA1IAAN KAWASAN l)]ERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUBAN BEDAS BATAM
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a1
na
Rl

JENlS PERIZINAN

41. Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)(FORM
A, B, D, E, AK, AI, IP, AANZ, IJEPA).

-
a. Pelayanan Izin Prinsip;

b. Pelayanan lzin Prinsip Perluasan;

c. Pelayanan Izin Prinsip Perubahan;

d. Pelayanan lzin Prinsip Penggabunga:1
Perusahaan;

e. Pelayanan Izin Usaha;

f. Pelayanan Izin Usaha Perluasan;

g. Pelayanan 1ziTIUsaha Perubahan;

h. Pelayanan lzin Usaha Penggabun gan
Penanaman Modal (Merger);

1- Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang;
-_

J. Pelayanan Pembatalan lzin Prinsip;

k. Pelayanan Pencabutan lzin Usaha Penanarnan ]
Modal; I

1. Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal lm~rtir !
Urnum (API-U);

m. Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Irnportir
Produsen (API-P);

n. Pelayanan Izin Penutupan Kantor Cabang.

o. Pelayanan Penerbitan Izin Investasi 3 Jam

(i23J)

p. Pelayanan Penerbitan Pemba.talan Izin Prinsip;

a. Pernbuatan Surat Permohonan Persetujuan
n Alih Status ITK ke ITAS Pad a Divisi

Keimigrasian ;

b. Pembuatan Surat Permohonan SKIM Pada

Divisi Keirnigrasian;
..

NO. UNIT KERJA

5. Direktorat PTSP

D:irektorat Jender
6. Imigrasi Kernente

Hukum dan HAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDoAGANGANBEBAS DAN PELAB'UHAN BEBAS BATAM
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~~.~ I
M. Nurhidayat

" ai dengan aslinya
.. dan Sekretanat.

HATANTO REKSODlPOETRO

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Badan
Nasion

8.

Kernen
Ketena
Repub

7.

UN IT KERJA ,JENIS PERIZINAN
-

c. Pembuatan Surat Pennohonan Persetujuan

Alih Penjarnin I Penanggung Jawab Tenaga

Kerja Asing Pada Diviai Keirnigrasian;
-
d. Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan

AlihjRangkap Jabatan Tenaga Ketja Asing

Pada Divisi Keimigrasian;

e. Penerbitan Persetujuan Visa TinggaJ Terbatas

Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

f. Pernbuatan Surat Permohonan Persetujuan

Perpanj angan ITAS ke V Pada Divisi

Keimigrasian -1terian a. Pengesahan RPTKA;
gakerjaan t

lik Indonesia

b. Sura t Rekomendasi Visa;

c. Penerbitan IMTA.

Pertanahan a. Penerbitan Sertifikat Pertama kali;
al

b. Perubahan Sertifikat;

c. Perpanj angan Sertifikat.
I

NO.

BADAN PENGUSAIIAAN I{AWASAN PERDAGANGAA" DEDAS DAN PELABURA..1'ol BEBAS BAT AM
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M. Nurhidayat

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Urnum dan Sekretariat,

HATANTO REKSODlPOETRO

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN I
KAWASAN PERDAGANGAN BEB~iS
DAN PELABUHAN BEBAS BATA ,

Ditetapakan di Batam
pada tanggal 6 Juti 2017

Pelayanan Penerbitan Izin Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (Fatwa I

Planologi). I

2.

NO. .. KEG lATA N II
Pelay~nan Penerbitan Rekomendasi Perubahan Rencana peruntuka11'
Lokasi; .

1.

SOP PERIZINAN BIRO PERENCANAAN TEKNIK

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUIIAN BEBAS BATAM

LAMPlRAN 2
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASA,
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU FINTU



ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ditetapakan eli Batam
pada tanggaJ 6 Juli 2017

HATANTO REKSODIPOETRO

8. Pelayanan Pemangkasan Lahan:

5. Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas;
6. Laboratorium Konstruksi dan Mekanika Tanah;
7. Pelayanan Dekorasi Mini Garden;

4. Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya;

~----+--------------------------.---------.----------------~1. Izin Pematangan Lahan;

KEGlATANNO.

SOP PERIZINAN DIREKTORAT PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASA
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINT·

BADAN PENGUSADAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEDAS DAN .PELABUHAN BEBAS BATAM

r- -+~-----------------------------'-
2. Izin Penempatan Titik Reklame;
3. Izin Pernakaian '-L-ah-a-n-R-O-W-'-u-n-tu-k--P-er-lg-h-ij-' a-u-an-,-W-a-ru-n-g-B-u-n-g-a-d-a-n--:r

Tanaman;



HATANTO REKSODIPOETRO~i.~Gu
~ '!cS'

?i linan\! uai dengan aslinva
..) ~-: ~ -

~ffil~ m dan Sekretariat,,<t: ' ,....

~~vA
~-p

M. Nurhidayat

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ditetapakan di Batam
pa.da tanggal 6 Juli 2017

Pelayanan Penerbitan Dokumen Pengganti;
-----Pelayanan Endorse.

8.

9.

7. Pelayanan Perpanjangan Hak Atas Tanah;

Pelayanan Izin Peralihan Hak Atas Tanah;6.

Pelayanan Pecah dan Penggabungan Laban Penetapan Lokasi; I5.
Pelayanan Penerbitan Skep dan PPL; I4.

Pelayanan Pengajuan Alokasi Lahan;
,-----------------------------.----------~

Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah; I
----------------------------------+Pelayanan Revisi Penetapan Lokasi; I

KEGIATAN

l.

2.

3.

SOP PERIZINAN KANTOR PENGELOLAAN LAHAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPrRAN 4
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAI-IUN 2017
TENTANG PENYELEN(,..GARAAN
PELAY ANAN TERPADU SATU PINTlU

NO.



16. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (IU) Satu Kali Pernakaian (SKPI Bidang
Industri Secara Online;

14. Pelayanan Izin Usaha K3S;

15 Pclayanan Penerbitan Izin Usaha (IU) Sernentara Untuk Keperlua.n
Tertentu (SUKT) Bidang Industri Secara Online;

~------I--------------------------------------------------------~

12. Pelayanan Importir Produsen Garam;

13. Pelayanan Izin Usaha Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;

~---+---------.---------------------.----------~~------~--~--~11. Pelayanan Pernasukan Kendaraan Bennotor (Khusus Pemasukan
Kendaraan] ;

Pelayanan Izin Bongkar Muat;10.

Pelayanan Izin Peluncuran Kapal Diluar Pelabuhan Yang Ditunjuk;9.

Pelayanan Izin Pengcluaran Sernentara Ke Tempat Lain Dalam Daerah
Pabean;

8.

Pelayanan Izin Pengeluaran Sementara Ke Luar Daerah Pabean;7.

Pelayanan Izin Pemasukan Sementara Dan Luar Daerah Pabean;6.~--+----------".--- --.----------------------------------1

4. Pelayanan Izin Usaha Bidang Industri:

5. Pelayanan Importir Produsen Bahan Baku Plastik;

2. Pelayanan Izin Importir Terdaftar Bidang Perdagangan;

3. Pelayanan Izin Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT);

~----+-----------------------------------------------------------~
1. Pelayanan Izin Usaha Bidang Perdagangan:

NO KEGIATAN

SOP PERIZJNAN DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG

LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PE~LABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PIN

BADAN PENGUSAHAAN Kl\ WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUBAN BEBAS BATAM



M. Nurhidayat

HATANTO REKSODIPOETRO

KEPALA BADAN PE:NGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBA
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Ditetapakan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

Pelayanan Penerbitan Izin Kendaraan Berrnotor untuk Keperluan Uji Tipe
Secara Online~

18. Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tldak Secara Online;

BADAN PENGUSABAAN KAWASAN PERDAGANGAN DEBASDAN PELABUHAN'DEDASBATAM
17.

ttd.



M. Nurhidayat

HATANTO REKSODlPOETRO

ttcl.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ditetapakan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

NO KEGlATAN
I-

1. Pelayanan Izin Ptinsip; j2. Pelayanan Izin Prinsip Perluasan;
3. Pelayanan Izin Prinsi_2 Perubahan;
4. Pelayanan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
5. Pelayanan Izin Usaha;
6. Pelayanan lzin Usaha Perlua.san;
7. Pelay?-nan Izin Usah(~.Perubahan;
8. Pelayanan Izin 0 saha Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
9. Pelayanan Pembukaa n Kantor Cabang;

• ___ o

10. Pelayanan Pembatalan Izin Prinsip;

11. Pelayanan Pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal;

12. Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
---_ ..

13. Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
1--- -

14. Pelayanan Izin Penutupan Kantor Cabang.
- ---

SOP PERIZINAN DIREKTORAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN 6
PERATURANKEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINT
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HATANTO REKSODlPOETRO

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN i

KAWASAN PERDAGANGAN BEBA
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

D1tetapakan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

NO. KEGIATAN

1.. Pernbuatan Surat Perrnohonan Persetujuan Alih Status rTK ke ITAS
Pada Divisi Keimigrasian;

2. Pembuatan Surat Permohonan SKIM Pada Divisi Keimigrasian;
3. Pembuatan Surat Perrnohonan Persetujuan Alih

Penj arnin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing Pad a Divisi
Keimigraslan;

4. Pembuatan Su.rat Permohonan Persetujuan Alih/Rangkap Jabatan
Tenaga Kerja Asing Pada Divisi Keimigrasian;

5. Pencrbitan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Pada Unit Pelaya.nan
Terpadu Satu Pintu;

6. Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan ITAS ke
V Pada Divisi Keimigrasian

SOP PERIZINAN DIREKTOTAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERlAN
HUKUM DAN HAM RI

BADAN PENGUSAHAAN IUlWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUBAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 7
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWAS
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TABUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HATANTO REKSODlPOETRO

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ditetapakan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

NO. KEGlATAN

1. Pengesahan RPTKA;
2. Sural Rekornendasi Visa;

-3. Penerbitan IMTA.
-

SOP PERIZINAN KANWIL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPlRAN 8
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASA
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HATANTO REKSODIPOETRO

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBA
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ditetapakan di Batam
pada tanggaJ 6 Juli 2017

NO. KEGIATAN
-_.

1. Penerbitan Sertifikat Pertama kali;
..

2. Perubahan Sertifikat;
-3. Perpanj angan Sertifikat.

SOPPERIZINAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUBAN BEBAS BATAM

LAMPlRAN 9
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASA
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
Pli:LAYANAN TERPADU SATU PINT.


